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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terhadap masalah-masalah terkait penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual telah dilakukan oleh berbagai pihak, 

baik akademisi maupun pemerhati Pemerintah, baik di tingkat lokal, nasional, 

maupun tingkat Internasional. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan 

pedoman dalam penulisan penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

 

2.1.1 Friska Langelo, David P. E. S., dan Stanly W. Alexander (2015) 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan metode 

deskriptif dan pendekatan studi lapangan. Data diperoleh dengan cara 

pengamatan/ observasi, wawancara, dan juga studi kepustakaan. Objek dalam 

penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan Barang Milik Daerah 

(BPKBMD) Pemerintah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 

anggaran 2014 Pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP No. 71 Tahun 

2010 tetapi masih menggunakan PP No. 24 Tahun 2005 yang menggunakan basis 

kas menuju akrual. Meskipun demikian, secara umum kualitas laporan keuangan 

pada Pemkot Bitung mengalami peningkatan karena opini audit dari BPK yang 

diperoleh selama tiga tahun terakhir menjadi semakin baik. 
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Terkait penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010, terdapat beberapa kendala 

yang dialami yakni berupa kurangnya kualitas sumberdaya manusia selaku 

pengelola pada SKPD, perangkat pendukung belum teruji sehingga dapat 

dikatakan belum siap, dan kurangnya sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan 

bagi para personil akuntansi di SKPD. 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

sebagai berikut. 

1. Bertujuan menganalisis sejauh mana penerapan SAP berbasis akrual telah 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 

2. Mengidentifikasi kendala yang terjadi terkait penerapan SAP berbasis akrual. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

sebagai berikut. 

1. Pada penelitian terdahulu analisis mencangkup Pemerintah Daerah tingkat 

Kota Bitung dengan sampel Badan Pengelola Keuangan Barang Milik Daerah 

(BPKBMD) Pemkot Bitung, sedangkan pada penelitian sekarang analisis 

mencangkup Pemerintah Daerah tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur 

dengan objek penelitian semua Satuan Kerja (SKPD) yang termasuk di 

dalamnya. 

2. Penelitian terdahulu dilakukan sebelum masa wajib penerapan SAP berbasis 

akrual, sedangkan penelitian sekarang dilakukan setelah dan/ atau pada saat 

penerapan SAP berbasis akrual wajib untuk dilaksanakan  (per 1 Januari 

2015). 
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3. Penelitian terdahulu hanya menggunakan jenis data primer berupa hasil 

wawancara untuk menjawab masalah, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil 

wawancara digunakan untuk menganalisis sejauh mana penerapan, kendala, 

hambatan, dan masalah yang dihadapi oleh pelaksana, dan data sekunder 

berupa laporan keuangan serta dokumen-dokumen terkait akan digunakan 

dengan cara dibandingkan dengan SAP untuk menilai kesesuaian antara 

prinsip dan perlakuan yang seharusnya dilakukan dengan realisasi yang telah 

dilakukan. 

 

2.1.2 Ni Made A. Widyastuti, Edy Sujana, dan I Made P. Adiputra (2015) 

Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar, 

Provinsi Bali. Dalam penelitian ini, kesiapan pemerintah diukur dari sisi kesiapan 

sumber daya manusia (SDM) yang terlibat, kesiapan sistem informasi akuntansi 

(SIA), serta komitmen organisasi untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Metode 

yang digunakan adalah kualitatif interpretif, sedangkan teknik pengumpulan data 

adalah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan 

kemudian direduksi dan terakhir disajikan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan Pemda dari sisi kualitas 

sumber daya manusia belum memadai karena pengetahuan akan basis akrual yang 

rendah dan kemampuan menggunakan aplikasi pendukung yang masih kurang. 

Meskipun demikian, dari sistem informasi akuntansi dan komitmen organisasi 

dapat dikatakan bahwa Pemda Kabupaten Gianyar telah siap, yang dilihat dari 
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telah tersedianya software dan hardware untuk membuat laporan keuangan 

berbasis akrual dan sudah adanya tekad dari Pemda untuk menerapkan SAP ini. 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

sebagai berikut. 

1. Bertujuan menganalisis sejauh mana kesiapan Pemerintah Daerah untuk 

menerapkan SAP berbasis akrual. 

2. Menggunakan objek seluruh satuan perangkat daerah untuk menggambarkan 

kondisi kesiapan pemerintah yang bersangkutan secara umum. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

sebagai berikut. 

1. Pada penelitian terdahulu analisis mencangkup Pemerintah Daerah tingkat 

Kabupaten Gianyar, sedangkan pada penelitian sekarang analisis mencangkup 

Pemerintah Daerah tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

2. Penelitian terdahulu dilakukan sebelum masa wajib penerapan SAP berbasis 

akrual, sedangkan penelitian sekarang dilakukan setelah dan/ atau pada saat 

penerapan SAP berbasis akrual wajib untuk dilaksanakan  (per 1 Januari 

2015). 

3. Penelitian terdahulu hanya menggunakan jenis data primer berupa hasil 

wawancara untuk menjawab masalah, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil 

wawancara digunakan untuk menganalisis sejauh mana penerapan, kendala, 

hambatan, dan masalah yang dihadapi oleh pelaksana, dan data sekunder 

berupa laporan keuangan serta dokumen-dokumen terkait akan digunakan 
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dengan cara dibandingkan dengan SAP untuk menilai kesesuaian antara 

prinsip dan perlakuan yang seharusnya dilakukan dengan realisasi yang telah 

dilakukan. 

 

2.1.3 Ria Valentina Pajouw, Agus T. Poputra, dan Dhullo Afandi (2015) 

Objek dalam penelitian ini adalah Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) 

Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Utara. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif, dengan pendekatan 

studi lapangan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta 

membandingkan pencatatan akuntansi pembentuk Laporan realisasi Anggaran 

yang telah dilakukan dengan PP No. 71 Tahun 2010 serta pencatatan akuntansi 

pembentuk Buku Kas Umum (BKU) dengan PMK No. 73 Tahun 2008. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Metrologi 

telah menyusun laporan keuangan yang menghasilkan Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) sebagaimana yang diamanatkan dalam SAP berbasis akrual 

tersebut. 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

sebagai berikut. 

1. Bertujuan untuk mengamati penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah 

Daerah. 

2. Bertujuan membandingkan antara teknis penerapan yang telah dilaksanakan 

dengan standar yang berlaku. 
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3. Menggunakan data primer dan sekunder yang sama, yaitu berupa Laporan 

Keuangan, Buku Kas Umum (BKU), hasil wawancara, dan lain-lain. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

sebagai berikut. 

1. Pada penelitian terdahulu analisis mencangkup Pemerintah Daerah tingkat 

Unit Pelaksana Teknis (UPT), sedangkan pada penelitian sekarang analisis 

mencangkup Pemerintah Daerah tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

2. Penelitian terdahulu dilakukan sebelum masa wajib penerapan SAP berbasis 

akrual, sedangkan penelitian sekarang dilakukan setelah dan/ atau pada saat 

penerapan SAP berbasis akrual wajib untuk dilaksanakan  (per 1 Januari 

2015). 

3. Penelitian terdahulu hanya menganalisis penerapan SAP berbasis akrual 

berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Laporan Realisasi Anggaran, 

sedangkan penelitian sekarang menganalisis lima laporan keuangan SKPD, 

yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

 

2.1.4 Erlita D. S. Ranuba, Sifrid Pangemanan, dan Sherly Pinatik (2015) 

Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pengelola Keuangan 

Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi 

Utara. Penulis menjawab masalah dengan membahas proses persiapan penerapan 

SAP, kesiapan, serta hambatan yang dialami Pemda. Penelitian ini menggunakan 
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pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, 

wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian direduksi dan 

terakhir disajikan untuk diverifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait proses persiapan, 

pemerintah telah berupaya melakukan sosialisasi secara berjenjang dan 

menyediakan software untuk mempermudah pelaksanaan. Di samping itu, 

DPKPA juga telah memiliki optimism untuk melaksanakan penerapan ini demi 

mewujudkan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan. Meskipun demikian, 

kendala tetapada dalam setiap prosesnya. Kendala tersebut antara lain seperti 

kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari bidang akuntansi dan kurangnya 

sosialisasi serta bimbingan teknis akibat kekurangan dana untuk 

melaksanakannya. 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

sebagai berikut. 

1. Bertujuan menganalisis sejauh mana kesiapan Pemerintah Daerah untuk 

menerapkan SAP berbasis akrual. 

2. Bertujuan untuk menganalisis kendala dan hambatan yang dialami oleh 

pelaksana. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

sebagai berikut. 

1. Pada penelitian terdahulu analisis mencangkup Satuan Kerja tingkat 

Kabupaten Minahasa Selatan dengan sampel Dinas Pengelola Keuangan 

Pendapatan dan Aset (DPKPA), sedangkan pada penelitian sekarang analisis 
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mencangkup Pemerintah Daerah tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur 

dengan objek penelitian semua Satuan Kerja (SKPD) yang termasuk di 

dalamnya. 

2. Penelitian terdahulu dilakukan sebelum masa wajib penerapan SAP berbasis 

akrual, sedangkan penelitian sekarang dilakukan setelah dan/ atau pada saat 

penerapan SAP berbasis akrual wajib untuk dilaksanakan  (per 1 Januari 

2015). 

3. Penelitian terdahulu hanya menggunakan jenis data primer berupa hasil 

wawancara untuk menjawab masalah, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan jenis data primer dan sekunder. 

 

2.1.5 Selvina Sitorus, Lintje Kalangi, dan Stanley Kho Walandouw (2015) 

Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) Kota Tamohon, Provinsi 

Sulawesi Utara. Penulis menjawab masalah dengan membahas proses persiapan 

penerapan SAP, kesiapan, serta hambatan yang dialami Pemda. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif interpretif dengan teknik pengumpulan data 

melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan 

kemudian direduksi dan terakhir disajikan untuk diverifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai dengan tahun anggaran 

2014 Pemda telah menerapkan basis kas menuju akrual berdasarkan PP Nomor 71 

Tahun 2010. Sebagai tindak lanjut atas proses persiapan, Pemda telah melakukan 

berbagai sosialisasi, bimbingan teknis, dan menyiapkan sistem informasi beserta 
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aplikasi dan pelatihan penggunaannya dengan baik. Meskipun demikian, terdapat 

indikasi bahwa tingkat kesiapan perangkat Pemda untuk melaksanakan penerapan 

SAP berbasis akrual rendah. Hal ini dapat diidentifikasi dari hasil wawancara 

kepada beberapa responden yang menganggap bahwa penerapan ini hanyalah 

formalitas agar dapat memenuhi tuntutan pemerintah pusat yang mewajibkan. 

Hambatan-hambatan dalam proses penerapan ini terjadi karena kualitas 

SDM yang berperan dalam proses penyusunan laporan keuangan masih tergolong 

rendah dan belum mampu. Hal ini diduga terjadi karena kebanyakan SDM yang 

ditempatkan di bagian akuntansi bukan berasal dari bidang keahlian akuntansi dan 

juga adanya perasaan psimis bahwa peralihan penerapan peraturan ini merupakan 

suatu hal yang rumit dan sulit untuk dijalankan. 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

sebagai berikut. 

1. Bertujuan menganalisis sejauh mana kesiapan Pemerintah Daerah untuk 

menerapkan SAP berbasis akrual. 

2. Bertujuan untuk menganalisis kendala dan hambatan yang dialami oleh 

pelaksana. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

sebagai berikut. 

1. Pada penelitian terdahulu analisis mencangkup Satuan Kerja tingkat Kota 

Tamohon dengan sampel Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Barang Milik Daerah (DPPKBMD), sedangkan pada penelitian sekarang 

analisis mencangkup Pemerintah Daerah tingkat Provinsi Nusa Tenggara 
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Timur dengan objek penelitian semua Satuan Kerja (SKPD) yang termasuk di 

dalamnya. 

2. Penelitian terdahulu dilakukan sebelum masa wajib penerapan SAP berbasis 

akrual, sedangkan penelitian sekarang dilakukan setelah dan/ atau pada saat 

penerapan SAP berbasis akrual wajib untuk dilaksanakan  (per 1 Januari 

2015). 

3. Penelitian terdahulu hanya menggunakan jenis data primer berupa hasil 

wawancara untuk menjawab masalah, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan jenis data primer dan sekunder. 

 

2.1.6 Ali Eamaeilzade M., Zahra Houshmand N., dan Rahele Abdi (2015) 

Sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota di Negara Iran. 

Dengan mengajukan dua hipotesis, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan 

dan membuktikan bahwa basis akrual dapat menghasilkan akuntabilitas yang lebih 

tinggi daripada basis kas dan juga membuktikan bahwa peralihan dari basis kas 

menuju basis akrual dapat meningkatkan karakteristik kualitatif dari informasi 

akuntansi. Data mengenai kinerja pemerintah diolah dan dianalisis dengan analisis 

regresi. Hasil penenelitian menunjukkan bahwa kedua hipotesis diterima. 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

sebagai berikut. 

1. Membahas tentang basis akuntansi akrual pada sektor publik. 

2. Menggunakan sampel Pemerintah Daerah. 
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Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

sebagai berikut. 

1. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan pendekatan kualitatif. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel untuk menguji hipotesis yang 

diangkat terkait keunggulan basis akrual, sedangkan penelitian ini 

menggunakan sampel sebagai objek untuk diamati dan diteliti tentang 

bagaimana proses penerapan basis akrual telah dilaksanakan. 

3. Sampel penelitian adalah seluruh Pemerintah Kota di Negara Iran, sedangkan 

sampel penelitian sekarang adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia. 

 

2.1.7 Azrina Hani Azmi dan Nafsiah Mohamed (2014) 

Sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai di Ministry of Education 

(MOE), yakni sebuah organisasi sektor publik yang merupakan salah satu pelopor 

penggunaan basis akrual pada masa peralihan di Kuala Lumpur, Malaysia. 

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab masalah adalah pendekatan 

kualitatif dengan metode kuisioner, observasi, dan wawancara. Tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat kesiapan pegawai pada 

organisasi sektor publik di Malaysia dalam menerapkan basis akrual. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai MOE telah siap untuk 

menerapkan basis akrual dalam sistem akuntansinya. Faktor-faktor yang 

mendukung kesiapan ini antara lain pengetahuan, keterampilan, pelatihan, 

dukungan manajemen puncak, serta dukungan dari kunsultan eksternal. 
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Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

sebagai berikut. 

1. Bertujuan untuk menganalisis kesiapan penerapan akuntansi berbasis akrual 

pada organisasi sektor publik. 

2. Bertujuan untuk menganalisis kendala yang dialami selama penerapan. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

sebagai berikut. 

1. Objek penelitian terdahulu adalah organisasi milik pemerintah, sedangkan 

objek penelitian sekarang adalah Pemerintah itu sendiri. 

2. Penelitian terdahulu dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, sedangkan 

penelitian sekarang dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. 

3. Data primer pada penelitian terdahulu didapatkan dari hasil wawancara dan 

kuisioner, sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan kuisioner. 

 

2.1.8 Saman Mohammadi, Mohamahhdi Maher, dan Sahar Zare (2012) 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan 

basis akrual penuh dilaksanakan di Universitas Teknologi Shiraz, Iran, yang 

merupakan sebuah organisasi milik Pemerintah. Secara khusus, peneliti juga 

membahas mengenai perbandingan antara basis akrual dengan basis kas. 

Penelitian ini berbentuk studi kasus. Salah satu bentuk data yang digunakan yaitu 

surat kabar “Persian and Latin Specialized Magazines” dan juga dokumen-

dokumen keuangan yang ada pada bagian akuntansi Universitas Shiraz. Data-data 

dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi yang menerapkan 

basis akrual memiliki kemampuan lebih untuk menilai efektifitas dan kinerja. Hal 

ini dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan pihak manajemen Universitas 

Shiraz untuk mengelola biaya organisasi dengan baik. Berdasarkan hasil dari 

penelitian ini maka peneliti menyarankan Universitas-universitas maupun 

organisasi non-profit serta organisasi milik Pemerintah pun sebaiknya 

menerapkan basis akrual murni. 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

sebagai berikut. 

1. Membahas tentang basis akuntansi akrual pada sektor publik. 

2. Bertujuan mengetahui bagaimana penerapan basis akrual dilaksanakan pada 

organisasi. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

sebagai berikut. 

1. Penelitian terdahulu menggunakan sampel organisasi non-profit milik 

Pemerintah, sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel organisasi 

Pemerintah. 

2. Penelitian terdahulu dilakukan di Negara Iran pada tahun 2012, sedangkan 

penelitian sekarang dilakukan di Negara Indonesia pada tahun 2015. 

 

2.2 Landasan Teori 

Adapun teori-teori yang digunakan sebagai dasar atau landasan dalam 

penelitian ini, antara lain: 
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2.2.1 Laporan Keuangan 

Sebagaimana telah disinggung di bagian latar belakang, Pemerintah 

memiliki pedoman dalam penyelenggaraan sistem akuntansinya, yaitu Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan bagi pembuat 

laporan, acuan bagi pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai kesesuaian 

laporan dengan standar, serta dasar bagi pengguna untuk menafsirkan informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Menurut standar ini, laporan keuangan Pemerintah terdiri dari tiga 

bagian utama, yaitu laporan finansial, laporan pelaksanaan anggaran, dan Catatan 

atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan 

Perubahan SAL merupakan bagian dari laporan pelaksanaan anggaran sedangkan 

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas 

merupakan bagian dari laporan finansial. 

Langkah-langkah teknis pembuatan laporan keuangan secara rinci 

diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. 

Langkah-langkah tersebut meliputi: pencatatan anggaran, pencatatan transaksi 

yang berhubungan dengan pendapatan, belanja dan beban, aset, kewajiban, 

pembuatan jurnal koreksi dan penyesuaian, buku besar (ledger), Neraca Saldo, 

jurnal penyesuaian, serta berakhir dengan laporan keuangan, dimana setelah 

pembuatan LRA dan LO juga terdapat prosedur untuk membuat jurnal penutup. 

Tahap pencatatan anggaran merupakan tahap awal dalam pelaksanaan 

sistem akuntansi SKPD. Pencatatan anggaran pada tahap ini akan membentuk 
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akun “Estimasi Perubahan SAL” yang merupakan akun perantara untuk 

menunjukkan realisasi anggaran. Karena merupakan akun perantara, akun ini akan 

ditutup di akhir periode pelaporan. Jurnal yang dibuat untuk mencatat anggaran 

adalah : 

Estimasi Pendapatan xxx  

Estimasi Perubahan SAL xxx  

 Apropriasi Belanja  xxx 
 

 

 

Apropriasi belanja merupakan anggaran belanja yang telah disetujui oleh 

DPRD (PSAP 01). Informasi mengenai “Apropriasi Belanja” dan “Estimasi 

Pendapatan” didapatkan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. 

Selisih antara kedua angka ini akan menghasilkan akun “Estimasi Perubahan 

SAL”.  

Pada saat suatu periode akuntansi berakhir, entitas harus menyiapkan 

laporan keuangan. Untuk itu, diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap pos-

pos tertentu sebelum laporan keuangan disusun. Poin penting mengenai 

penyesuaian yang dijelaskan disini adalah mengenai pengakuan persediaan, 

penyusutan aset tetap, dan penyesuaian jasa dibayar dimuka. 

Apabila SKPD menggunakan pendekatan beban dan metode periodik 

dalam pencatatan persediaan, maka pada akhir periode harus dilakukan prosedur 

stock opname. Dari hasil perhitungan fisik tersebut, akan dibuat jurnal : 

Persediaan xxx  

 Beban Barang dan Jasa  xxx 

 

Nilai “Persediaan” dicatat sebesar total nilai persediaan yang tersisa saat 

perhitungan dilakukan. Asumsi yang digunakan disini adalah bahwa sebelumnya 
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beban yang terjadi telah diakui semua, sehingga dengan adanya jurnal ini, akan 

mengurangi nilai beban pada periode bersangkutan. 

Penyesuaian selanjutnya adalah penyesuaian terhadap penyusutan aset 

tetap. Berdasarkan hasil perhitungan penyusutan sesuai dengan metode yang 

ditetapkan, PPK-SKPD membuat jurnal berikut di akhir periode pelaporan. 

Beban Penyusutan Aset Tetap xxx  

 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  xxx 

 

Penyesuaian berikutnya adalah penyesuaian terhadap Beban Jasa 

Dibayar di Muka. Pencatatan ini merupakan lanjutan dari jurnal sebelumnya. 

Setiap satu periode pelaporan selesai, berdasarkan jumlah jasa yang harus 

dibebankan untuk satu periode maka PPK-SKPD membuat jurnal berikut. 

Beban Sewa xxx  

 Beban Sewa Dibayar di Muka  xxx 
 

 

 

 

 

Pada tahap akhir proses akuntansi, setelah Laporan Realisasi Anggaran 

dan Laporan Operasional dibuat, PPK-SKPD juga harus membuat jurnal penutup. 

Akun-akun yang harus ditutup meliputi: 

1. Jurnal Penutup Anggaran Awal Tahun 

Apropriasi Belanja xxx  

Estimasi Perubahan SAL xxx  

 Estimasi Pendapatan  xxx 

 
2. Jurnal Penutup Realisasi Anggaran 

Pendapatan - LRA xxx  

 Belanja xxx  

 Surplus/ Defisit LRA  xxx 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jurnal Penutup Surplus/ Defisit LRA 

Surplus/ Defisit – LRA xxx  

 Estimasi Perubahan SAL  xxx 
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4. Jurnal Penutup LO 

Pendapatan – LO xxx  

 Surplus/ Defisit – LO xxx  

 Beban  xxx 
 

 

 

5. Jurnal Penutup Surplus/ Defisit LO 

Surplus/ Defisit – LO xxx  

 Ekuitas  xxx 
 

 

 

 

 

Berdasarkan PSAP Nomor 01, “Laporan keuangan merupakan laporan 

yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan 

oleh suatu entitas”. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan ini 

dibuat sebagai pedoman agar enitas pelaporan mampu menghasilkan laporan 

keuangan yang dapat dibandingkan, baik itu antara realisasi dengan anggaran, 

kinerja antara periode sekarang dengan periode sebelumnya, maupun kinerja 

antara entitas yang satu dengan yang lainnya. Basis yang digunakan adalah basis 

akrual untuk pos-pos seperti pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas, 

sedangkan untuk Laporan Realisasi Anggaran, basis yang digunakan 

menyesuaikan dari basis yang ditentukan oleh aturan yang bersangkutan. Di 

dalam pernyataan ini juga disebutkan pengertian-pengertian dari istilah-istilah 

yang digunakan dalam Standar Akuntansi Pemerintah. 

Seorang pimpinan entitas selaku penanggungjawab wajib untuk 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari ketujuh komponen 

berikut ini. 
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2.2.1.1 Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan ini berfungsi untuk menunjukkan kepatuhan Pemerintah dalam 

melaksanakan tugas mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien, 

hemat, sesuai dengan anggaran dan aturan undang-undang, yang dalam hal ini 

yaitu dengan membandingkan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam APBD 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dengan realisasi anggaran dalam satu 

periode akuntansi. Penjelasan lebih rinci mengenai prinsip-prinsip dasar Laporan 

Realisasi Anggaran dijelaskan dalam PSAP Nomor 02. 

Disamping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

juga membahas langkah teknis terkait hal-hal yang berhubungan dengan LRA. 

Penjelasan mengenai penjurnalan akan dibahas selanjutnya pada bagian Laporan 

Operasional. Contoh penyajian Laporan Realisasi Anggaran SKPD adalah seperti 

yang terlihat pada Tabel 2.1. 

Sebagaimana tujuan Laporan Realisasi Anggaran dibuat, yaitu untuk 

memberikan informasi terkait sumber dan alokasi penggunaan atas sumber daya 

ekonomi, maka Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas dua bagian utama 

sebagaimana yang terlihat pada tabel, yaitu Pendapatan dan Belanja. 

Jenis-jenis Belanja pada Pemerintah Daerah jika diklasifikasikan 

berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang. 

Belanja Operasi adalah penggunaan anggaran untuk keperluan sehari-hari, 

sedangkan Belanja Modal adalah penggunaan anggaran untuk keperluan 

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang masa manfaatnya lebih dari satu 



32 

 

 

 

periode akuntansi. Klasifikasi akun Belanja secara lebih rinci menyesuaikan 

keperluan sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS) yang dimiliki oleh entitas. 

Tabel 2.1 

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD 

 
Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

Perbedaan antara jumlah pendapatan dan belanja dalam LRA akan 

menghasilkan surplus atau defisit LRA. Surplus terjadi apabila jumlah pendapatan 

lebih besar daripada belanja. Begitupun sebaliknya, defisit terjadi apabila jumlah 

pendapatan lebih kecil daripada belanja. 

NO
Anggaran 

20X1

Realisasi 

20X1
(%)

Realisasi 

20X0

1 PENDAPATAN

2 PENDAPATAN ASLI DAERAH

3 Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xxx xxx

4 Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xxx xxx

5 Lain-Lain PAD yang Sah xxx xxx xxx xxx

6 Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xxx xxx

7

8 JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx

9

10 BELANJA

11 BELANJA OPERASI

12 Belanja Pegawai xxx xxx xxx xxx

13 Belanja Barang xxx xxx xxx xxx

14 Jumlah Belanja Operasi xxx xxx xxx xxx

15

16 BELANJA MODAL

17 Belanja Tanah xxx xxx xxx xxx

18 Belanja Peralatan dan Mesin xxx xxx xxx xxx

19 Belanja Gedung dan Bangunan xxx xxx xxx xxx

20 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx xxx xxx

21 Belanja Aset Tetap Lainnya xxx xxx xxx xxx

22 Belanja Aset Lainnya xxx xxx xxx xxx

23 Jumlah Belanja Modal xxx xxx xxx xxx

24

25 JUMLAH BELANJA xxx xxx xxx xxx

26

27 SURPLUS/DEFISIT xxx xxx xxx xxx

(Dalam Rupiah)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN



33 

 

 

 

2.2.1.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Laporan ini memberikan informasi mengenai perbandingan saldo 

anggaran lebih antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini hanya 

dibuat oleh entitas pelaporan yang bertugas membuat laporan keuangan 

konsolidasi, sedangkan bagi entitas akuntansi, laporan ini tidak perlu dibuat. 

 

2.2.1.3 Neraca 

Neraca merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan satu entitas. Komponen utama neraca terdiri dari Aset, Kewajiban, dan 

Ekuitas. Beberapa prinsip akrual yang diberlakukan untuk komponen neraca 

diatur dalam PSAP, diantaranya PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap 

dan PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban. 

Perlakuan akuntansi untuk aset merupakan hal penting yang harus 

diketahui, mengingat seiring beralihnya basis akuntansi yang digunakan dari kas 

menuju akrual membuat perlakuan terhadap aset mengalami perubahan. Jika saat 

basis kas digunakan aset tidak pernah disusutkan, maka dengan beralihnya basis 

akuntansi menjadi basis akrual ini setiap aset yang memenuhi kriteria sebagai aset 

tetap harus disusutkan. Pedoman mengenai aset tetap dijabarkan dalam PSAP 

Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, dan secara lebih rinci dijelaskan pula 

pada Buletin Teknis Nomor 15. Disamping itu, Buletin Teknis Nomor 18 juga 

secara eksklusif membahas mengenai Akuntansi Penyusutan untuk aset tetap. 

Sedangkan untuk langkah teknis penjurnalan, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 

menjelaskan perlakuan terhadap beberapa transaksi terkait aset sebagai berikut. 
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Perlakuan terhadap aset tetap pada umumnya sama dengan perlakuan 

sebagaimana yang dikenal dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 

Permendagri Nomor 64 menguraikan perlakuan SKPD terhadap aset tetap menjadi 

perlakuan terhadap Pembelian dan Penghapusan. Ketika SKPD melakukan 

pembelian aset tetap, berdasarkan SP2D yang diterbitka maka dibuat jurnal : 

Aset Tetap xxx  

 RK PPKD  xxx 

 

Belanja Modal xxx  

 Estimasi Perubahan SAL  xxx 

 

Sedangkan untuk perlakuan terhadap penghapusan aset tetap, surplus 

atau defisit yang terjadi tetap diakui dan dicatat dalam akun “Surplus (atau 

Defisit) dari Penjualan Aset Non Lancar – LO”. Jurnal yang dibuat adalah : 

RK PPKD xxx  

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  xxx 

 Surplus dari Penjualan Aset Non Lancar – LO xxx  

 Aset Tetap  xxx 

 

Perlakuan akuntansi terhadap kewajiban muncul karena adanya konsep 

akrual. Apabila SKPD melakukan pembelian barang dan jasa tetapi belum 

melakukan pelunasan, maka jurnal yang dibuat adalah : 

Beban Barang dan Jasa xxx  

 Utang Belanja Barang dan Jasa  xxx 

 

Jurnal realisasi anggaran tidak dicatat mengingat tidak ada aliran kas 

yang terjadi. Pengakuan kewajiban juga berlaku untuk pembelian aset tetap yang 

perolehannya tidak dengan pelunasan langsung. 
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Ketika SKPD melakukan pelunasan atas hutang tersebut, jurnal yang 

dibuat adalah sebagai berikut. 

Utang Belanja Barang dan Jasa xxx  

 RK PPKD/ Kas di Bendahara Pengeluaran  xxx 

 

Penggunaan akun “RK PPKD” atau “Kas di Bendahara Pengeluaran” adalah 

tergantung pada mekanisme yang digunakan, sebagaimana telah dijelaskan dalam 

sub-bagian sebelumnya. 

PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap mengatur tentang 

bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, perlakuan atas nilai tercatat, 

penurunan nilai, dan lain sebagainya. Berdasarkan standar ini, suatu aset dapat 

digolongkan sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria antara lain “berwujud, 

mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan, harga perolehannya dapat 

diukur dengan andal, dan digunakan tetapi tidak untuk dijual”. 

Pengukuran nilai aset tetap adalah berdasarkan harga perolehan. 

Sedangkan untuk aset tetap yang dibangun sendiri, harga perolehannya dapat 

meliputi biaya tenaga kerja, bahan baku, tenaga listrik, penyewaan peralatan, 

biaya pemasangan, biaya professional, dan lain sebagainya. Jika informasi 

mengenai harga perolehan tidak bisa didapatkan secara andal atau aset tersebut 

diperoleh tanpa nilai (misalkan karena berasal dari submbangan masyarakat) maka 

aset harus diukur berdasarkan nilai wajarnya. 

Berdasarkan prinsip akrual, setiap aset yang diklasifikasikan sebagai aset 

tetap harus disusutkan. Menurut PSAP Nomor 07, penyusutan aset tetap ini diakui 

sebagai beban yang akan terkait langsung dengan laporan operasional. Metode 

penyusutan yang diperbolehkan untuk digunakan adalah metode garis lurus, saldo 
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menurun ganda, maupun unit produksi, dimana penggunannya tergantung pada 

metode mana yang lebih cocok untuk menggambarkan manfaat ekonomi suatu 

aset yang dinilai. Jika dalam standar akuntansi keuangan, aset tetap yang tidak 

dapat disusutkan adalah tanah, maka dalam akuntansi Pemerintahan, aset tetap 

“konstruksi dalam pengerjaan” juga tidak disusutkan. 

Sebagai pelengkap dan penjelas PSAP, bulletin teknis SAP juga 

menjelaskan dalam bentuk ilustrasi, beberapa hal yang terkait dengan komponen-

komponen neraca, antara lain Nomor 14 tentang Akuntansi Kas, Nomor 15 

tentang Akuntansi Aset Tetap, Nomor 16 tentang Piutang, dan Nomor 18 tentang 

Akuntansi Penyusutan. Berdasarkan PSAP Nomor 09, kewajiban diklasifikasikan 

menjadi kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Tabel 2.2 

merupakan contoh penyajian neraca SKPD dan beserta contoh-contoh pos yang 

termasuk di dalamnya. 

  



37 

 

 

 

Tabel 2.2 

FORMAT NERACA SKPD 

 
Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

No. 20X1 20X0

1 ASET

2

3 ASET LANCAR

4 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx

5 Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx

6 Piutang Pajak Daerah xxx xxx

7 Piutang Retribusi Daerah xxx xxx

8 Penyisihan Piutang xxx xxx

9 Belanja Dibayar di Muka xxx xxx

10 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx

11 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian xxx xxx

12 Piutang Lainnya xxx xxx

13 Persediaan xxx xxx

14 Jumlah Aset Lancar xxx xxx

15

16 ASET TETAP

17 Tanah xxx xxx

18 Peralatan dan Mesin xxx xxx

19 Gedung dan Bangunan xxx xxx

20 Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx

21 Aset Tetap Lainnya xxx xxx

22 Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx

23 Akumulasi Penyusutan xxx xxx

24 Jumlah Aset Tetap xxx xxx

25

26 ASET LAINNYA

27 Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx

28 Tuntutan Ganti Kerugian xxx xxx

29 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga xxx xxx

30 Aset Tak Berwujud xxx xxx

31 Aset Lain-Lain xxx xxx

32 Jumlah Aset Lainnya xxx xxx

33

34 JUMLAH ASET xxx xxx

35

36 KEWAJIBAN

37

38 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

39 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) xxx xxx

40 Pendapatan Diterima di Muka xxx xxx

41 Utang Belanja xxx xxx

42 Utang Jangka Pendek Lainnya xxx xxx

43 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek xxx xxx

44 JUMLAH KEWAJIBAN xxx xxx

45

46 EKUITAS

47

48 EKUITAS

49 Ekuitas xxx xxx

50 RK PPKD xxx xxx

51 JUMLAH EKUITAS xxx xxx

52

53 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xxx xxx

Uraian

(Dalam Rupiah)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SKPD

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
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2.2.1.4 Laporan Operasional 

Laporan ini mengandung komponen yang hampir sama dengan Laporan 

Realisasi Anggaran, namun yang membedakan adalah laporan ini dibuat 

berdasarkan prinsip akrual. Pada LRA, apabila pendapatan telah diakui sejumlah 

tertentu, hal ini menggambarkan bahwa jumlah tersebut merupakan jumlah 

pendapatan yang secara fisik telah diterima oleh SKPD. Namun, dalam Laporan 

Operasional, nilai tertentu pendapatan belum tentu mencerminkan nilai 

pendapatan yang telah diterima secara fisik oleh SKPD. Prinsip ini sesuai dengan 

prinsi akrual, dimana pendapatan langsung diakui ketika timbul hak atas 

pendapatan tersebut. Hal ini juga berlaku untuk beban sehingga nilai surplus/ 

defisit pada LO bisa berbeda ataupun sama dengan nilai surplus/ defisit pada 

LRA. Komponen-komponen LO ini pada akhirnya akan memberikan pengaruh 

pada nilai ekuitas di neraca, yakni surplus/ defisit yang muncul akan masuk ke 

dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Prinsip-prinsip lebih lengkap mengenai 

Laporan Operasional diatur dalam PSAP Nomor 12. 

Langkah-langkah teknis untuk membentuk Laporan Operasional (LO) 

bersama dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dijelaskan dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yakni terkait pendapatan, belanja 

dan beban. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 

Transaksi pendapatan dicatat dengan asumsi bahwa instansi pemungut 

pajak, yakni SKPD, terpisah dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pendapatan 

dapat berupa Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, dan lain 
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sebagainya. Perlakuan teknis terhadap pengakuan pajak dan retribusi adalah sama. 

Atas penyetoran pajak dan retribusi oleh masyarakat, PPK-SKPD menjurnal: 

Kas di Bendahara Penerimaan xxx  

 Pendapatan Pajak/ Retribusi Daerah – LO  xxx 

 

Estimasi Perubahan SAL xxx  

 Pendapatan Pajak/ Retribusi Daerah – LRA  xxx 
 

 

 

 

 

 

Jurnal pertama merupakan jurnal yang menghasilkan laporan finansial 

sedangkan jurnal kedua akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Perlakuan 

inilah yang menjadi perbedaan dasar antara basis pencatatan yang lama dengan 

yang baru. Setelah menerima penyetoran tersebut dari masyarakat, SKPD 

bersangkutan akan melakukan peyetoran ke Kas Daerah dengan menggunakan 

Surat Tanda Setoran (STS). Jurnal yang dibuat adalah: 

RK PPKD xxx  

 Kas di Bendahara Penerimaan  xxx 
 

 

 

 

 

Berpatokan pada jumlah yang dianggarkan sebagai pendapatan 

sebagaimana yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) maupun Surat 

Ketetapan Retribusi (SKR), apabila pada akhir tahun pelaporan pajak dan retribusi 

belum semuanya disetor oleh masyarakat, maka berdasarkan prinsip akrual, 

jumlah ini tetap diakui sebagai pendapatan bagi SKPD yang bersangkutan. Untuk 

itu, dibuat jurnal sebagai berikut untuk laporan finansial, sedangkan untuk laporan 

realisasi anggaran tidak dilakukan pencatatan mengingat tidak ada aliran kas. 

Piutang Pajak/ Retribusi Daerah xxx  

 Pendapatan Pajak/ Retribusi Daerah – LO  xxx 
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Secara umum, belanja dan beban yang terjadi dapat berupa Belanja dan 

Beban Pegawai, Belanja dan Beban Barang dan Jasa, dan lain sebagainya. 

Prosedur ini dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 

1. Menggunakan Uang Persediaan 

PPK-SKPD akan membuat jurnal berikut ini apabila telah menerima bukti 

transaksi dari bendahara pengeluaran. 

Beban Pegawai/ Barang dan Jasa/ Persediaan – LO xxx  

 Kas di Bendahara Pengeluaran  xxx 

 

Belanja Pegawai/ Barang dan Jasa/ Persediaan xxx  

 Estimasi Perubahan SAL  xxx 

 

2. Menggunakan Mekanisme LS 

Apabila mekanisme LS yang digunakan, maka dasar bagi PPK-SKPD untuk 

melakukan pencatatan adalah SP2D-LS (Surat Perintah Pencairan Dana – 

Langsung). Jurnal yang dibuat adalah: 

Beban Pegawai/ Barang dan Jasa - LO xxx  

 RK PPKD  xxx 

 

Belanja Pegawai/ Barang dan Jasa xxx  

 Estimasi Perubahan SAL  xxx 

 

3. Pengajuan GU (Ganti Uang) 

Apabila mekanisme GU yang digunakan, maka dasar bagi PPK-SKPD untuk 

melakukan pencatatan adalah SP2D-GU (Surat Perintah Pencairan Dana – 

Ganti Uang). Jurnal yang dibuat adalah: 

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx  

 RK PPKD  xxx 
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Adapun berdasarkan prinsip akrual, transaksi atas sewa yang dengan 

tempo waktu lebih dari satu periode akuntansi pun harus dilakukan pencatatan. 

Jurnal yang dibuat adalah: 

Beban Sewa xxx  

Beban Sewa Dibayar di Muka xxx  

 RK PPKD  xxx 

 

Akun “Beban Sewa” dicatat senilai beban pada periode yang bersangkutan dan 

akun “Beban Sewa Dibayar di Muka” yang merupakan asset dicatat sebesar 

jumlah yang belum menjadi beban. Contoh penyajian Laporan Operasional 

ditunjukkan oleh Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL SKPD 

 
Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

NO
Anggaran 

20X1

Realisasi 

20X1
(%)

Realisasi 

20X0

1 PENDAPATAN

2 PENDAPATAN ASLI DAERAH

3 Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xxx xxx

4 Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xxx xxx

5 Lain-Lain PAD yang Sah xxx xxx xxx xxx

6 Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xxx xxx

7

8 JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx

9

10 BEBAN

11 BEBAN OPERASI

12 Beban Pegawai xxx xxx xxx xxx

13 Beban Barang dan Jasa xxx xxx xxx xxx

14 Beban Bunga xxx xxx xxx xxx

15 Beban Subsidi xxx xxx xxx xxx

16 Beban Hibah xxx xxx xxx xxx

17 Beban Bantuan Sosial xxx xxx xxx xxx

18 Beban Penyusutan xxx xxx xxx xxx

19 Beban Lain-Lain xxx xxx xxx xxx

20 Jumlah Beban Operasi xxx xxx xxx xxx

21

22 JUMLAH BEBAN xxx xxx xxx xxx

23

24 SURPLUS/DEFISIT - LO xxx xxx xxx xxx

KEGIATAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SKPD

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN
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2.2.1.5 Laporan Arus Kas 

Laporan ini memberikan informasi mengenai kas yang terkait aktivitas 

operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris dari Pemerintah Daerah selama satu 

periode pelaporan. Oleh sebab itu, laporan ini juga hanya dibuat oleh entitas 

pelaporan, sedangkan entitas akuntansi tidak harus membuatnya. 

 

2.2.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan ini bertujuan memberikan informasi mengenai ekuitas akhir 

yang dimiliki entitas pada akhir periode pelaporan. Nilai ekuitas akhir akan sama 

dengan total nilai ekuitas yang ada di Neraca tahun berjalan. Contoh Laporan 

Perubahan Ekuitas adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. 

Tabel 2.4 

FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SKPD 

 
Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

 

2.2.1.7 Catatan atas Laporan Keuangan 

Laporan ini memberikan informasi laporan keuangan berbentuk naratif 

yang menjelaskan mengenai hal-hal yang membutuhkan penjelasan dan 

No. 20X1 20X0

1 EKUITAS AWAL xxx xxx

2 SURPLUS/DEFISIT-LO xxx xxx

3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :

4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN xxx xxx

5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP xxx xxx

6 LAIN-LAIN xxx xxx

7 EKUITAS AKHIR xxx xxx

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SKPD



43 

 

 

 

pengungkapan lebih rinci dari laporan keuangan lainnya. Prinsip-prinsip lengkap 

mengenai Catatan atas Laporan Keuangan dibahas dalam PSAP Nomor 04. 

Berikut ini merupakan contoh penyajian CaLK. 

Tabel 2.5 

FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD 

 
Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

 

 

 

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

3.1.1 Pendapatan

3.1.2 Beban

3.1.3 Belanja

3.1.4 Aset

3.1.5 Kewajiban

3.1.6 Ekuitas Dana

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemda

Bab V Penutup

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SKPD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul 

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan 

dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, 

untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang menggunakan 

basis akrual pada pemda.

Hambatan dan kendala yang adala dalam pencapaian target 

yang telah ditetapkan

Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan 

keuangan Pemda

2.2

3.1

3.2
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2.2.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Dalam kerangka konseptual berdasarkan Lampiran I.01 pada Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP), Laporan Keuangan Pemerintah diharapkan 

memiliki setidaknya empat kualitas informasi berikut ini. 

1. Relevan 

Informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan 

pengguna. Oleh sebab itu, informasi harus memiliki manfaat umpan balik 

(feedback value), manfaat untuk memprediksi masa depan (predictive value), 

tepat waktu, dan lengkap. 

2. Andal 

Informasi dikatakan andal apabila tidak menyesatkan dan bebas dari kesalahan 

material. Oleh sebab itu, informasi tersebut harus disajikan secara jujur, dapat 

diverifikasi, dan bersifat netral. 

3. Dapat Dibandingkan 

Informasi yang berkualitas adalah informasi yang dapat dibandingkan, baik 

terhadap periode sebelumnya maupun terhadap informasi dari entitas lain yang 

sejenis. 

4. Dapat Dipahami 

Informasi harus mengandung istilah-istilah yang dapat dimengerti oleh 

pengguna dengan pengetahuan memadai. 
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2.2.3 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah kumpulan dari berbagai 

sumberdaya, seperti manusia dan peralatan, yang melalui tahapan masukan (input) 

dan pemrosesan (process) akan menghasilkan keluaran (output) berupa data yang 

berguna untuk pengambilan keputusan, yakni informasi keuangan. Setiap 

organisasi, baik organisasi berorientasi profit maupun nirlaba membutuhkan 

seperangkat sistem informasi akuntansi untuk membantu pelaksanaan 

aktivitasnya, khususnya dalam bidang keuangan. Seiring perkembangan teknologi 

yang begitu pesat, sistem dituntut untuk dapat memenuhi segala kebutuhan 

operasional organisasi secara efektif dan efisien (Anastasia, 2010). Hal ini juga 

berlaku untuk Sistem Informasi Akuntansi dari sebuah organisasi. Sistem terus 

dikembangkan dengan harapan untuk dapat memperbaiki kualitas informasi, 

memperbaiki pengendalian intern, dan meminimalkan biaya yang berkaitan 

(Bodnar, 1996). 

Anastasia (2010) menyebutkan bahwa untuk menghasilkan sebuah 

sistem yang dapat bekerja secara efektif dan efisien, kunci suksesnya antara lain 

sebagai berikut. 

a. Pengembangan sistem harus sesuai dengan tujuan dan strategi organisasi. 

b. Melibatkan partisipasi pengguna dalam tahapan percobaan maupun sebelum 

implementasi. 

c. Perencanaan yang memadai. 

d. Pelatihan bagi operator dan pemakai sistem sebelum implementasi, dan lain 

sebagainya. 
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2.2.4 Hirarki Peraturan Perundang-Undangan 

Indonesia merupakan Negara hukum dimana segala kegiatan yang 

dilaksanakan di dalamnya berpedoman pada perundang-undangan. Dalam hal 

keuangan, peraturan-peraturan yang diberlakukan pun berada dalam suatu hirarki. 

Hirarki yang mencangkup berbagai peraturan yang akan digunakan sebagai 

pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Hirarki Peraturan Perundang-Undangan 

 

2.2.5 Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pedoman mengenai pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Berdasarkan peraturan ini, tugas 

dan wewenang pengelola keuangan diuraikan sebagai berikut. 

 

 

Undang-Undang : 

UU No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I. 

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Peraturan Pemerintah : 

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri : 

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemda. 

Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

Peraturan Gubernur : 

Pergub Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemprov. NTT. 

Pergub Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemprov. NTT. 

Pergub Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kode Urusan Pemerintahan dan BAS. 
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1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 

PPKD memiliki tugas antara lain menyusun dan melaksanakan kebijakan 

pengelolaan keuangan daerah serta menyusun laporan keuangan daerah dalam 

rangka pertanggungjawaban APBD. 

2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD 

PPK-SKPD mempunyai tugas antara lain melaksanakan proses akuntansi 

SKPD serta menyiapkan laporan keuangan SKPD. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana penerapan SAP 

Berbasis Akrual telah dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur, secara spesifiknya pada satuan kerja yang termasuk di dalamnya. Peneliti 

akan meninjau dari sisi pelaksanaan dan kesesuaian terhadap petunjuk teknis. Dari 

sisi pelaksanaan, peneliti mengamati tentang bagaimana proses penerapan SAP 

telah dilaksanakan untuk menghasilkan laporan keuangan dan apa saja kendala 

serta hambatan yang dihadapi. Sedangkan, dari sisi kesesuaian teknis, peneliti 

LKP SKPD 

Pemprov. 

NTT 
Kesesuaian Teknis : 

 PP No. 71/ 2010 

 Permendagri No. 64/ 

2013 

 Pergub No. 21, 22, 23/ 

2014 

 

Pelaksanaan : 

 Proses Penerapan 

 Kendala dan Hambatan 

Kesimpulan 
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membandingkan teknik, proses, dan hasil terhadap standar berupa Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Menteri, maupun Peraturan Gubernur. Berdasarkan analisis 

ini dari informasi yang diperoleh, peneliti akan menarik kesimpulan terkait sejauh 

apa penerapan SAP Berbasis Akrual telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi 

Nusa Tenggara Timur. 


